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SARI

Eliani, Rika Ayu. 2017. “Pengaruh Kompetensi Pegawai, Disiplin Pegawai dan
Keadilan Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan
Ungaran Barat Kabupaten Semarang”. SKripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi.
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Ade Rustiana,
M.Si

Kata kunci : Kompetensi Pegawai, Disiplin Pegawai, Keadilan Pelayanan dan
Kepuasan Masyarakat

Banyak pandangan negatif mengenai organisasi publik muncul karena
ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima. kepuasan
masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan observasi awal secara keseluruhan
hasil IKM Kecamatan Ungaran Barat tahun 2016 berada pada kategori rendah yaitu
61,45. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh simultan dan
parsial antara kompetensi pegawai, disiplin pegawai dan keadilan pelayanan
terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten
Semarang.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang melakukan
pelayanan di Kantor Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Teknik
pengambilan sampel dengan insidental sampling, dan perhitungan jumlah sampel
menggunakan rumus iterasi diketahui jumlah sampel adalah 115 orang dengan
ketentuan orang yang sudah melakukan pelayanan minimal 3 kali. Metode
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis menggunakan analisis
deskriptif persentase, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi berganda diperoleh
persamaan: Y= -3,794+0,385X1+0,227X>+0,681Xs+e. Secara simultan (uji F)
menunjukkan bahwa signifikansi 0,000, sehingga Hal diterima. Secara parsial (uji
t) variabel kompetensi pegawai diperoleh signifikansi 0,000, sehingga Ha2
dinyatakan diterima. Variabel disiplin pegawai diperoleh signifikansi 0,003,
sehingga Ha2 dinyatakan diterima dan variabel keadilan pelayanan diperoleh
signifikansi 0,000 sehingga Ha4 diterima. Koefisien determinasi simultan (R?)
antara kompetensi pegawai, disiplin pegawai dan keadilan pelayanan terhadap
kepuasan masyarakat sebesar 85,50%.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
simultan dan parsial kompetensi pegawai, disiplin pegawai dan keadilan pelayanan
terhadap kepuasan masyarakat. Saran yang diberikan dengan hasil penelitian yaitu
pegawai lebih menampilkan sikap sebagai aparatur pemerintah yang baik, program
Training reguler kepada petugas oleh pimpinan untuk mengubah mindset petugas
dalam meningkatkan minat, pegawai dianggap tidak hadir apabila tidak mematuhi
peraturan kantor, pihak kecamatan dapat menyediakan nomor antrian yang jelas
sebagai urutan dalam pelayanan dan memberikan sosialisasi terkait prosedur
pelayanan yang jelas.
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ABSTRACT

Eliani, Rika Ayu. 2017. “The Influence of Employee Competence, Employee
Discipline, and Service Fairness to the Satisfaction of the Community in the
Ungaran Barat Subdistrict Office, Regency of Semarang”. Final Project.
Economics Education Department Faculty of Economics. Universitas Negeri
Semarang. Advisor: Dr. Ade Rustiana, M.Si

Keywords: Employee Competence, Employee Discipline, Service Fairness and
Community Satisfaction.

Many negative views of public organization appears because of public
dissatisfaction with the quality of service which their received. Community
satisfaction is very important and determines the succes of public service. Based of
preliminary observations as a whole, the result of Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) in the Ungaran Barat Subdistrict on 2016 at lob category that is 61,45. The
purpose of this study to investigate the effect simultaneously and partially employee
competence, employee discipline and service fairness to the satisfaction of the
community in the Ungaran Barat Subdsitrict Office, Regency of Semarang.

The population in this study is all community who have services at Ungaran
Barat Subdisitrict Office Regency of Semarang. Sampling technique used insidental
sampling and calculation total samples used iteration formula known total samples
is 115 people with the provicions of the person is has done the service at least 3
times. Method of collecting data was questioner. Analysis method used descriptive
percentage analysis, classical assumption test, and multiple linear regression
analysis.

The resultan of research showed that multiple regression analysis obtained
equation: Y = -3,794 + 0,385X1 + 0,227X2 + 0,681X3 + e. Simultaneously (F test)
showed that significance is 0,000, so Hal was accepted. Partially (t test) employee
competence variabel obtained significance 0,003, so Ha2 was accepted. Discipline
employee variabel obtained significance 0,000, so Ha3 was accepted and service
fairness variabel obtained significance 0,000, so Ha4 was accepted. Simultaneous
determination coefficient (R?) between employee competence, employee discipline
and service fairness to the community satisfaction is 85,50%.

Based on the resultan of research, it can be concluded that there is
simultaneous influence and partial of employee competence, employee discipline
and service fairness to the community satisfaction. It is suggested to employee to
display a reflection of good character, reguler training programs to change the
mindset of employee in increase interest, Camat give provides guidance and strict
sanctions for obedient employees of office regulation. The subdistrict can provide
a clear queue number so that service ari provided in a coherent a provide a clear
dissemination service procedures.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau
kegiatan yang bersifat jasa. Dengan pelayanan yang baik, maka kepuasan dan
loyalitas pengguna dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Pelayanan yang
baik yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan
berhasil memuaskan kebutuhannya. Mengingat pentingnya layanan dalam suatu
kegiatan organisasi, maka tidaklah heran apabila masalah pelayanan mendapat
perhatian besar dari masyarakat maupun manajemen organisasi itu sendiri
berkaitan dengan kegiatan suatu organisasi.

Menurut KEPMENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003, “Pelayanan publik
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemberian
pelayanan sangat berkaitan erat dengan pelayan masyarakat yaitu aparatur
pemerintah karena bergerak di bidang jasa dan bertugas memberikan pelayanan
publik. Pemberian pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat
sebagai implikasi dari fungsi aparat negara sehingga kedudukan aparatur
pemerintah dalam pelayanan publik (public services) sangat strategis, karena
akan menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejaunmana negara telah menjalankan

perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.



Menurut  KEPMENPAN  NO.25/KEP/MPAN/2/m.2004 dalam  Nina
Rahmayanty (2012:98), “Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan
penilaian masyarakat terhadap Kkinerja pelayanan yang diberikan aparatur
penyelenggara pelayanan publik.” Arisman (2013:4) menyatakan bahwa,
“Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan
keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah
konsumen dari produk layanan yang dihasilkannya”. Kepuasan masyarakat
dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah.

Kantor kecamatan Ungaran Barat merupakan salah satu kecamatan yang
ada di Kabupaten Semarang. Kantor kecamatan ini terletak di jalan Kalimasada
Raya IA Lerep. Salah satu kegiatan yang dilakukan di kantor kecamatan
Ungaran barat adalah layanan administrasi masyarakat. Bentuk layanan yang
ada di kecamatan antara lain Pengantar pembuatan kartu tanda penduduk
(KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, legalisasi beberapa dokumen atau
data, permohonan izin bangunan dan lain sebagainya.

Pelayanan di kantor kecamatan dikatakan berkualitas atau memuaskan
apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Trigono dalam Hardiansyah (2011:94) menjelaskan bahwa, “Pelayanan yang
terbaik yaitu, melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan,
ramah dan menolong serta profesional dan mampu”. Kepuasan masyarakat
memiliki konsep yang sama dengan kepuasan pelanggan yaitu sama-sama
menerima pelayanan. Menurut Fitzsimmons dalam Hardiansyah (2011:36),

“Kepuasan pelanggan adalah persepsi masyarakat akan kenyataan dari realitas



yang ada yang dibandingkan dengan harapan-harapan yang ada”.
Ketidakpuasan masyarakat timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi
harapan.

Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang
dihadapi ASIA, khususnya kualitas pelayanan publik di Indonesia yang masih
rendah. Proses birokrasi yang panjang dan tumpang tindih tugas serta
kewenangan menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi panjang
dan melalui proses yang berbelit-belit. Periode 2016 keluhan masyarakat terkait
buruknya layanan pemerintah daerah paling tinggi dibandingkan dengan
instansi lainnya, yakni jumlah pengaduan masyarakat yang diterima mencapai
9000. Laporan yang masuk dari masyarakat erat kaitannya dengan pengaduan
terkait administrasi, seperti adanya penundaan pelayanan yang terindikasi
adanya pungli dan penyuapan. (Nurdiansyah, 2016, Laporan Keluhan

Masyarakat, http://www.ombudsman.go.id/Ipb, diakses tanggal 22 Februari

2017).

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik
karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima,
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astia (2015) bahwa semakin
rendah tingkat kualitas pelayanan yang diberikan, maka kepuasan akan semakin
tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran kepuasan masyarakat
dilakukan sesuai dengan KEPMENPAN/25/M.PAN/2/2004. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi mengenai tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan


http://www.ombudsman.go.id/lpb

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya. Penilaian IKM per unsur pelayanan dilihat dari nilai NRR. NRR
adalah rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan yang menunjukkan penilaian
masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Hasil survei indeks kepuasan
masyarakat Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang per unsur

pelayanan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Hasil IKM Per unsur pada Kecamatan Ungaran Barat
No Unsur Pelayanan NRR
1 | Prosedur pelayanan 2.38
2 | Persyaratan pelayanan 2.70
3 | Kejelasan dan Kepastian Petugas pelayanan 2.47
4 | Kedisiplinan petugas pelayanan 1.31
5 | Tanggung jawab petugas pelayanan 241
6 | Kemampuan petugas pelayanan 1.70
7 | Kecepatan pelayanan 2.30
8 | Keadilan mendapatkan pelayanan 1.40
9 | Kesopanan dan Keramahan petugas pelayanan 2.37
10 | Kewajaran biaya pelayanan 241
11 | Kepastian biaya pelayanan 2.34
12 | Ketepatan jadwal pelayanan 2.32
13 | Kenyamanan lingkungan 2.29
14 | Keamanan pelayanan 2,32

Sumber : SKM Kec. Ungaran Barat 2016

Dari tabel 1.1, diperoleh nilai interval IKM yaitu 2,19 dengan nilai interval
konversi IKM . sebesar. 61,45 dengan rincian. perhitungan tercantum dalam
lampiran. Hasil Perolehan tersebut disimpulkan dalam kategori mutu pelayanan

“Rendah” dan kinerja unit pelayanan adalah Kurang Baik. Hal ini didukung



juga dengan kesan masyarakat yang melakukan pelayanan di Kantor Kecamatan

Ungaran Barat Kabupaten Semarang seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Hasil Wawancara Masyarakat

No Nama Keperluan Kesan
1 Ibu Ruminah Mengurus KK Kurang Puas
2 Ibu Asih Membayar IMB Kurang Puas
3 Bapak Asmono | Membayar IMB Cukup Puas
4 Ibu Sri Harnanik m;g‘ht#:; Féeuncguantar gl Kurang Puas
5 Alfian Membuat e-KTP Kurang Puas
6 Ibu Tumini SIUP Kurang Puas
7 Ari Wijaya Membuat e-KTP Kurang Puas
8 Ibu Welarsih Mengurus KK Cukup Puas
9 Ibu Ratna Mengurus e-KTP Kurang Puas
10 | Bapak Sardi m;g‘ht#:; I,Db\er?aglf NEgAKE Kurang Puas

Sumber : Data Primer wawancara masyarakar

Menurut Tjiptono (2012:85), “Kepuasan masyarakat menjadi hal yang
harus diperhatikan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik”.
Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan
tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari
empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin
sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin
berani

untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada

pemerintah. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik harus dapat



memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan
masyarakat dan lebih jauh lagi kedepannya dapat dicapai kesetiaan masyarakat.

Simamora (2004:112) menjelaskan bahwa, “Berhasil tidaknya suatu
pelayanan tergantung pada kemampuan organisasi dan stafnya memenuhi
harapan masyarakat secara konsisten”. Oleh karena itu, sumber daya manusia
memegang peranan penting dalam kegiatan layanan di kantor kecamatan.
Dalam penelitian ini sumber daya manusia yang dimaksud adalah kompetensi
pegawai dalam organisasi tersebut. Hal yang paling banyak disoroti yang
berhubungan dengan kompetensi pegawai adalah pemberian layanan yang baik
terhadap kepentingan masyarakat. Pemberian layanan yang memuaskan
tercermin dalam service Excelent sebagai cerminan dari tujuan pemerintah,
yaitu layanan prima bagi masyarakat.

KEPMENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 menjelaskan bahwa,
“Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan”.
Kompetensi menjadi faktor kunci penentu bagi seseorang dalam menghasilkan
kinerja yang baik dan dalam situasi kolektif. Kompetensi memberikan pengaruh
yang besar terhadap kepuasan masyarakat dalam menerima layanan. Ketika
keluhan masyarakat bisa didengar, ketika urusan masyarakat bisa selesai tepat
waktu, maka sudah pasti masyarakat akan merasakan kepuasan yang tinggi.
Menurut Finch dalam Sudarmanto (2009:48) “Kompetensi adalah penguasaan
terhadap tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk

menunjang keberhasilan”. Spencer and Spencer dalam Sutrisno (2009:203)



menjelaskan bahwa, “Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari
seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam
pekerjaannya”. Berdasarkan definisi tersebut mengandung makna bahwa
kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada
seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas
pekerjaan. Kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia (SDM)
perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil
pelaksanaan tugas yang mengacu pada pengalaman langsung.

Kompetensi pegawai Kecamatan Ungaran Barat dapat dilihat dari tingkat
pendidikannya. Data pegawai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 1.3

Data pegawai Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang
Menurut Jabatan, Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan Formal

Pendidikan Terakhir

No Jabatan S2 151 TSMA [ SMP Jumlah
1 | Camat 1 1
2 | Sekcam 1 1
3 | Kasi Tata Pemerintahan 1 1
4 | Kasi Ketentraman & Ketertiban 1 1
5 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat 1 1
6 | Kasi Kesejahteraan Sosial 1 1
7 | Kasubag Umum & Kepegawaian 1 1
8 | Kasubag Keuangan & Perencanaan 1 1
9 | Staf 3 4 1 8

Jumlah 1110 4 1 16

Sumber : Buku Induk Pegawai Kec. Ungaran Barat 2016
Berdasarkan Tabel 1.3 menjelaskan bahwa tingkat keterampilan dan

pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai berbeda-beda antara satu dengan yang



lainnya dilihat dari jenjang pendidikan yang ditempuh. Sebagian pegawai sudah
memenuhi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan karena mampu mengerjakan
tugasnya. Sesuai hasil wawancara dengan masyarakat seperti pada tabel 1.2
menyatakan bahwa pegawai sering melakukan adanya kesalahan data dan
kurang tanggap dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan.
Morgan dalam Arisman (2013:16) menyatakan bahwa, “Competence
menyangkut pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
melaksanakan pelayanan”. Kompetensi seharusnya dapat menjadikan
keefektifan dalam melakukan pelayanan sehingga kepuasan masyarakat dapat
terpenuhi.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat tidak
hanya membutuhkan kompetensi personalianya, tetapi membutuhkan
kedisiplinan dari para pegawainya. Disiplin pegawai memberikan dampak
terhadap pelayanan yang akan menimbulkan kepuasan masyarakat. Disiplin
kerja tidak hanya semata-mata patuh dan taat pada peraturan seperti penggunaan
seragam kerja dan ketepatan waktu bekerja tapi juga melibatkan komitmen baik
diri sendiri ataupun komitmen dengan organisasi (kelompok kerja).

Salah satu syarat agar dapat ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan kerja
ialah adanya pembagian kerja yang tuntas sampai kepada pegawai yang paling
bawah, sehingga setiap orang tahu dengan sadar apa yang menjadi tugasnya,
bagaimana melakukannya, kapan pekerjaan dimulai dan kapan selesai, seperti
apa hasil kerja yang disyaratkan, dan kepada siapa ia

mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu. Disiplin pegawai dalam



manajemen sumber daya manusia berawal dari pandangan bahwa manusia
selalu luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu semua organisasi
wajib memiliki peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang harus
ditaati oleh seluruh pegawainya.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam
KEPMENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan
menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel” sebagai unsur minimal
yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada point
ke-4 adalah kedisiplinan petugas pelayanan. Kedisiplinan petugas pelayanan
merupakan kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama
terhadap konsistensi waktu kerja sesuai dengan keterangan yang berlaku.
Hasibuan (2009:193) menjelaskan bahwa, “Disiplin yang baik mencerminkan
besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan
kepadanya, serta mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya
tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”.

Morgan dalam Arisman (2013:15) menyatakan bahwa “Kriteria persepsi
pelanggan terhadap kualitas pelayanan antara lain kemampuan untuk
melaksanakan pelayanan yang telah dijanjikan dengan tepat waktu dan dapat
dipercaya, jujur, dan mengutamakan kepentingan pelanggan”. Berdasarkan
pengamatan awal dan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat bernama
Ibu Sri Harnanik, menjelaskan kedisiplinan pegawai tergolong cukup baik
dilihat dari kehadiran, membuka jam pelayanan pkl. 07.30 WIB, tetapi tidak

menggunakan waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
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Selain itu, kurangnya kerapian penampilan pegawai saat memberikan
pelayanan. Dengan disiplin yang baik berarti karyawan bersedia mengerjakan
tugasnya dengan baik dan pelaksanaan suatu aturan dapat mencapai maksud
sehingga bermanfaat oleh semua pihak dengan ketentuan bahwa aturan itu
dibuat setelah mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi
kepentingan umum.

Penyelenggara pelayanan publik oleh pemerintah daerah dihadapkan pada
peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan
pemenuhan kepuasan masyarakat. Berdasarkan peraturan KEPMENPAN
No.25/KEP/M.PAN/2004 tentang pedoman penyusunan indeks kepuasan
masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah poin ke-8, disebutkan bahwa
salah satu unsur indeks kepuasan masyarakat adalah keadilan mendapatkan
pelayanan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat akan mendapat
kepuasan apabila diperlakukan secara adil oleh petugas pelayanan. Menurut
Luki (2014:131), “Teori keadilan memerinci kondisi-kondisi yang mendasari
seorang pekerja akan menganggap fair dan masuk akal insentif dan keuntungan
dalam pekerjaannya”. Ketidakadilan menjadi salah satu sumber ketidakpuasan
bagi masyarakat. Locke dalam Luki (2014:130) menjelaskan bahwa, “Kepuasan
dan ketidakpuasan dengan sejumlah aspek pekerjaan tergantung pada selisih
(discrepancy) antara apa yang telah dianggap telah didapatkan dengan apa yang
diinginkan”. Oleh karena itu masyarakat memerlukan pelayanan yang dapat
membuat mereka merasa nyaman untuk melakukan pengurusan surat-surat

pribadinya.
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Keadilan pelayanan dari institusi dan pegawai kecamatan tersebut
merupakan hak yang seharusnya diterima oleh setiap masyarakat. Albari
(2013:118) menjelaskan bahwa, “Apabila masyarakat menganggap prosedur
pelayanan yang diberlakukan tidak sesuai dengan standar kewajaran
masyarakat, maka mereka akan menganggap haknya telah dilanggar dan
kepuasannya atas pelayanan akan berkurang”. Masyarakat memerlukan
kenyamanan pelayanan, maka secara sukarela dan perasaan gembira
menjalankan kewajibannya, misalnya membuat kartu tanda penduduk, kartu
keluarga, atau surat pengantar pendirian kegiatan bisnis. Salah satu faktor yang
dapat menimbulkan perasaaan nyaman masyarakat adalah adanya keadilan
(Justice fairness)”. Dalam konteks pemberian pelayanan oleh institusi dan
pegawai kecamatan, tingkat keadilan dapat menimbulkan kepuasan dan/atau
keluhan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal, pada dasarnya pegawai sudah keadilan
yang diterapkan oleh pegawai sudah cukup baik dengan cara melayani
berdasarkan pendaftaran. Ketidakadilan dalam pelayanan publik dirasakan oleh
masyakat miskin yang sulit mendapatkan pelayanan, sedangkan mereka yang
memiliki uang akan sangat mudah mendapatkan segala sesuatu yang
diinginkan. Oleh karena itu, apabila ketidakadilan ini terus menerus terjadi,
maka akan menimbulkan pelayanan yang buruk. Pelayanan kepada publik yang
berlangsung selama ini cenderung sulit, berbelit-belit sehingga membutuhkan

waktu yang cukup lama serta biaya administrasi yang tidak jelas dapat
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menimbulkan adanya pungli (pungutan liar), tidak transparan dan lokasi atau
tempat yang tersebar menjadi sorotan dan keluhan masyarakat.

Pada kenyataannya, tidak semua pegawai kecamatan Ungaran Barat dapat
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Perlakuan kepada
masyarakat juga menjadi hal yang perlu dibenahi. Fenomena tersebut dapat
menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang belum maksimal. Oleh karena
itu, penyelenggara pelayanan publik harus dapat memenuhi kebutuhan dan
keinginan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat dirasakan apabila semua
unsur pelayanan yang ada dapat melakukan sesuai tugasnya dengan baik.
Masyarakat yang kurang merasakan kepuasan karena kurangnya kemampuan
petugas dalam memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai
konsumennya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh
Kompetensi Pegawai, Disiplin Pegawai dan Keadilan Pelayanan terhadap
Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten

Semarang”.

1.2 Identifikasi Masalah
Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat didefinisikan
permasalahannya adalah kompetensi pegawai, disiplin pegawai dan keadilan
pelayanan di Kantor Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sudah

baik, namun kepuasan masyarakat yang masih rendah.
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1.3 Batasan/Cakupan Masalah

Supaya penelitian dapat dilaksanakan lebih fokus dan mendalam maka
penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi
variabelnya. Oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan
dengan “Pengaruh Kompetensi Pegawai, Disiplin Pegawai dan Keadilan
Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Ungaran Barat
Kabupaten Semarang”. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat
penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik

karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkannya.

1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang dapat
dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi variabel kompetensi pegawai, disiplin pegawai dan
keadilan pelayanan di Kantor Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten
Semarang?

2. Apakah kompetensi pegawai, disiplin pegawai dan keadilan pelayanan
berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan masyarakat di Kantor
Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?

3. Apakah kompetensi pegawai berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan
masyarakat di-Kantor Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?

4. Apakah disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan

masyarakat di Kantor Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?
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5. Apakah keadilan pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan

masyarakat di Kantor Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?

1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi variabel kompetensi pegawai, disiplin pegawai
dan keadilan pelayanan di Kantor Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten
Semarang.

2. Untuk mengetahui apakah kompetensi pegawai berpengaruh secara parsial
terhadap kepuasan masyarakat di kantor kecamatan Ungaran Barat.

3. Untuk mengetahui apakah disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap
kepuasan masyarakat di kantor kecamatan Ungaran Barat.

4. Untuk mengetahui apakah keadilan pelayanan berpengaruh secara parsial
terhadap kepuasan masyarakat di kantor kecamatan Ungaran Barat.

5. Untuk mengetahui apakah kompetensi pegawai, disiplin kerja, dan keadilan
pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan masyarakat di

kantor kecamatan Ungaran Barat.

1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti
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Peneliti dapat mengetahui khasanah teoritik alam bidang administrasi
sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk pengembangan
ilmu pengetahuan.

b. Bagi Pembaca
Pembaca dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan
sebagai referensi atau bahan pustaka untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis
Dapat mengetahui dan menelaah konsep kepuasan masyarakat
dalam mendapatkan pelayanan yang dapat diaplikasikan di kantor

kecamatan.

1.7 Orisinalitas Penelitian
Kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian
sebelumnya terletak pada perbedaan pemilihan objek dan tempat penelitian
yaitu masyarakat yang melakukan pelayanan di Kantor Kecamatan Ungaran
Barat Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini selain berpusat pada faktor
intrisik, juga pada faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kepuasan masyarakat
yaitu kompetensi pegawai, disiplin pegawai dan keadilan pelayanan (internal &

eksternal) terhadap kepuasan masyarakat.



BAB I1
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Kepuasan Masyarakat
2.1.1 Pengertian Kepuasan Masyarakat

Menurut KEPMENPAN No.25/KEP/M.PAN/2/2004, “Kepuasan
pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap
kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan
publik”. Arisman (2013:4) menyatakan bahwa, “Kepuasan masyarakat
merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen
dari produk layanan yang dihasilkannya”. Konsep kepuasan masyarakat
sama halnya dengan konsep kepuasan pelanggan. Tjiptono (2012:312)
menjelaskan bahwa, “Kepuasan pelanggan dipandang sebagai evaluasi
yang memberikan hasil dimana pengalaman atau Kkinerja yang
dipersepsikan setidaknya sama baiknya (sesuai) dengan yang
diharapkan”.

Tjiptono (2012:311) menyatakan bahwa, “Kepuasan pelanggan
adalah respon pelanggan terhadap evaluasi persepsi atas dasar
perbedaan antara harapan awal sebelum pembelian (atau standar kinerja
lainnya) dan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah
memakai atau mengkonsumsi produk yang bersangkutan. Kotler dalam
Tjiptono (2004:312) menjelaskan bahwa, “Kepuasan pelanggan sebagai

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan

16
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kinerja (atau hasil) yang ia persepsikan dibandingkan dengan
harapannya”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan
merupakan fungsi positif antara harapan dengan kesan yang diterima.
Kepuasan dan ketidakpuasan mencakup perbedaan antara harapan
dengan kinerja atau hasil yang dirasakan. Apabila kinerja berada di
bawah harapan, pelanggan tidak puas, sebaliknya apabila kinerja
memenuhi harapan, pelanggan puas dan apabila kinerja melebihi

harapan, pelanggan amat puas atau senang.

Metode Pengukuran Kepuasan Masyarakat

Tjiptono (2012:319) menjelaskan bahwa “Kepuasan pelanggan
sebagai ukuran kinerja ‘produk total’ sebuah organisasi dibandingkan
serangkaian keperluan pelanggan (customer requirements)”. Prinsip
dasar yang melandasi pentingnya pengukuran kepuasan pelanggan
adalah melakukan yang terbaik aspek-aspek terpenting bagi pelanggan.
Penilaian kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan mengambil salah satu
dari tiga bentuk yang berbeda, meliputi diskonfirmasi positif apabila
kinerja lebih baik dari yang diharapkan, konfirmasi sederhana apabila
kinerja sama dengan yang diharapkan, diskonfirmasi negatif apabila
kinerja lebih buruk dari yang diharapkan.

Diskonfirmasi positif menghasilkan respon kepuasan dan yang
berlawanan terjadi ketika diskonfirmasi negatif. Konfirmasi sederhana

menyiratkan respon yang lebih netral yang tidak positif atau negatif.
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Kepuasan pelanggan keseluruhan pada akhirnya berpengaruh negatif
pada komplain pelanggan dan berpengaruh positif pada kesetiaan
pelanggan. Dikaitkan dengan kepuasan masyarakat, maka kepuasan
pelanggan dapat dianalogikan sebagai kepuasan masyarakat yang
membutuhkan pelayanan instansi. Dalam penelitian ini penulis mencoba
mengaplikasikan dan menggunakan cara riset mengenai kepuasan
masyarakat, sehingga nantinya secara riil dapat diketahui atribut yang

memiliki hubungan kuat dengan kepuasan masyarakat.

Indikator Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat dapat dirasakan apabila semua unsur
pelayanan yang ada dapat dilakukan dengan baik. Kepuasan sebagai
hasil dari bentuk pelayanan yang diterima oleh seseorang. Tjiptono
dalam Hardiansyah (2011:40) menjelaskan bahwa, “Kualitas pelayanan
publik menjadi ciri-ciri dasar sebagai pengukuran kepuasan
masyarakat. Ciri-ciri tersebut sekaligus menjadi indikator dalam
variabel ini diantaranya: (1) Kewajaran biaya pelayanan; (2) Akurasi
pelayanan (bebas dari kesalahan); (3) Kesopanan dan keramahan dalam
memberikan pelayanan; (4) Kemudahan mendapatkan pelayanan; (5)
Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan.

Kewajaran. biaya  pelayanan, menjadi ukuran -dalam- kepuasan
masyarakat apabila biaya untuk proses pelayanan sesuai dengan
ketentuan oleh unit penyelenggaraan pelayanan. Biaya pelayanan

ditetapkan sejak saat pelayanan permohonan sampai dengan
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penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan dengan menjamin bahwa
pelayanan yang diberikan dapat terjamin dan bebas dari kesalahan.
Selain itu, sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan
menghormati, fasilitas pendukung yang dapat membantu kelancaran
dalam proses pelayanan, tempat dan lokasi pelayanan yang mudah
dijangkau serta sarana pelayanan seperti tempat parkir, toilet, tempat
ibadah dan lain sebagainya menjadi aspek penting dalam pengukuran
kepuasan masyarakat sebagai hasil dari pelayanan yang diberikan oleh

instansi pemerintah.

2.2 Konsep Dasar Kompetensi Pegawai
2.2.1 Pengertian Kompetensi Pegawai
Finch dalam Sudarmanto (2009:48) menyatakan bahwa,
“Kompetensi adalah penguasaan terhadap tugas, keterampilan, sikap
dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan”. Hal
tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas,
keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh SDM
organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai
dengan yang dibebankan oleh organisasi.
Kompetensi -merupakan suatu kemampuan  yang dilandasi oleh
keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta
penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja

yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan. Morgan dalam
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Arisman (2013:16) menjelaskan bahwa, “Competence menyangkut
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan
pelayanan”. Kompetensi menjadi faktor kunci penentu bagi seseorang
dalam menghasilkan kinerja yang baik dan dalam situasi kolektif.
Menurut Spencer and Spencer dalam Sutrisno (2009:203),
“Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan
berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya”.
Komponen-komponen dalam kompetensi yaitu (1) motif untuk
mendorong perilaku; (2) sifat menjadi karakteristik atau respons;  (3)
konsep diri sebagai citra diri seseorang; (4) pengetahuan sebagai
informasi dan keterampilan untuk berfikir konseptual. Dari berbagai
pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi pegawai
adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang
pegawai dalam menjalankan tugas serta menerapkannya dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang

ditetapkan.

Indikator Kompetensi Pegawai

Kompetensi sebagai bagian dari kepribadian yang mendalam dan
melekat kepada seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan. Kompetensi
secara objektif dapat diukur dan dikembangkan berdasarkan Kkinerja
para karyawan dalam organisasi, dengan bukti penguasaan mereka
terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap sebagai hasil.

Gordon dalam Sutrisno (2009:204) menjelaskan bahwa, “Aspek yang
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terkandung dalam kompetensi sekaligus sebagai indikator dalam
penelitian ini sebagai berikut: (1) Pengetahuan (knowledge), (2)
Pemahaman (understanding); (3) Kemampuan / keterampilan (skill);
(4) Nilai (value); (5) Sikap (attitude); (6) Minat (interest).

Indikator kompetensi tersebut membuat sumber daya manusia
mampu menggali potensi sumber daya lainnya yang dimiliki oleh
sebuah organisasi. Peningkatan kemampuan merupakan strategi yang
diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan sikap tanggap
dalam rangka peningkatan Kinerja organisasi. Dalam menghadapi
pengaruh lingkungan organisasi, menuntut kesiapan sumber daya
manusia untuk memiliki kemampuan dalam menjawab tantangan
tersebut dengan menunjukkan kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan
dalam bidang tugas dan pekerjaannya di dalam organisasi, sekaligus
sebagai hasil pelaksanaan tugas yang mengacu pada pengalaman

langsung.

Faktor Pengaruh Kompetensi

Kompetensi ‘merupakan kemampuan yang dapat dipengarunhi.
Michael Zwell dalam Wibowo (2007:126), menjelaskan bahwa
“Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan
sangat mempengaruhi perilaku”. Apabila orang percaya bahwa mereka
tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berfikir tentang

cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Selain itu,
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keterampilan sebagai praktik dan umpan balik sangat penting untuk
diperhatikan.

Kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang,
komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan
sebagainya. Kepribadian dapat memengaruhi keahlian manajer dan
pekerja dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian
konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal. Dengan memberikan
dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan
pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai
pengaruh positif terhadap motivasi seseorang bawahan.

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi
cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.. Kemampuan Intektual
sebagai ciri kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti

pemikiran konseptual dan pemikiran analitis dan budaya organisasi

2.3 Konsep Disiplin Pegawai
2.3.1 Pengertian Disiplin Pegawai
Menurut Moenir (2006:94), “Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan
terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah
ditetapkan”. Ketaatan terhadap aturan tertulis sudah cukup jelas, karena
semua aturan tertulis pada dasarnya adalah terbuka agar diketahui oleh
semua orang yang berkepentingan. Sedangkan aturan tidak tertulis

seperti kebiasaan, adat istiadat dan yang lebih luas lagi adalah norma.
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Kedisiplinan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap pegawai
dalam usaha untuk meningkatkan kinerja.

Menurut Fathoni (2006:172), “Kedisiplinan sebagai kesadaran dan
kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-
norma sosial yang berlaku”. Hasibuan (2009:193) menjelaskan bahwa,
“Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab
seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, serta
mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan
perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sinambela (2012:239)
menjelaskan bahwa, “Disiplin sebagai kemampuan kerja seseorang
untuk secara teratur, tekun terus menerus dan bekerja sesuai dengan
aturan-aturan berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang
sudah ditetapkan”.

Morgan dalam Arisman (2013:15) menjelaskan bahwa ‘Kriteria
persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan antara lain kemampuan
untuk melaksanakan pelayanan yang telah dijanjikan dengan tepat
waktu dan dapat dipercaya, jujur, dan mengutamakan kepentingan
pelanggan”. Dari definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
disiplin adalah suatu tindakan sadar untuk patuh terhadap aturan-aturan
kerja yang telah ditetapkan dan secara bertanggung jawab melakukan

pekerjaan dengan baik dan meningkatkan kinerjanya.

2.3.2 Jenis-jenis Disiplin
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Disiplin pegawai dalam manajemen sumber daya manusia
berangkat dari pandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna,
luput dari kesalahan dan kekhilafan. Menurut Siagian (2001:305),
terdapat dua jenis disiplin dalam organisasi, yaitu yang bersifat
preventif dan yang bersifat korektif. Moenir (2006:96) menjelaskan
bahwa, “Jenis disiplin yaitu ditujukan terhadap aturan yang
menyangkut waktu dan perbuatan”. Ada kalanya disiplin terhadap
waktu dan disiplin terhadap perbuatan atau tingkah laku tergabung

menjadi satu, keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Prinsip-prinsip Disiplin

Simamora (2004:622) menjelaskan bahwa “Prinsip baku disiplin
sepatutnya berlaku atas segala pelanggaran peraturan, baik pelanggaran
berat maupun pelanggaran ringan”.  Prinsip-prinsip  berikut
menguraikan beberapa unsur yang sangat penting dari sistem disiplin
yang efektif, yaitu (1) prosedur dan kebijakan yang pasti; (2) tanggung
jawab kepenyeliaan; (3) komunikasi peraturan; (4) tanggung jawab
pemaparan bukti; (5) tanggung jawab pemaparan bukti; (6) perlakuan yang
konsisten; (7) pertimbangan atas situasi; (8) peraturan dan hukuman yang
wajar. Manajemen puncak harus menetapkan perilaku seperti apa yang
diharapkan dari kalangan karyawan dan bagaimana mancapainya.
Tujuannya adalah untuk menciptakan bentuk disiplin yang konstruktif

dan positif melalui kepemimpinan yang baik dan pelatihan yang
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memadai bagi segenap karyawan. Peraturan dan hukuman harus
ditegakkan dengan tidak memihak dan tanpa diskriminasi.

Menurut Sinambela (2012:244), “Prinsip yang seharusnya menjadi
pedoman dalam mengambil tindakan disipliner yaitu sesuai dengan
hukuman setempat dan perjanjian perburuhan yang berlaku”. Semua
tindakan disipliner harus didokumentasikan secara lengkap, secara
mendetail kekurangan yang sebenarnya dalam kinerja, bagaimana hal
itu diidentifikasikan, bagaimana hal itu dikomunikasikan kepada
pegawai yang bersangkutan, dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk memecahkan masalah itu. Tindakan disipliner yang diambil
hendaknya menggunakan tingkat paksaan dan tekanan terendah yang

diperlukan untuk memecahkan masalah kinerja.

Indikator Disiplin Pegawai

Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para
anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam
Keputusan MENPAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian
dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”
sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks
kepuasan - masyarakat pada- poin. ke-4 ~adalah kedisiplinan petugas
pelayanan. Kedisiplinan petugas pelayanan merupakan kesungguhan
petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi

waktu kerja sesuai dengan keterangan yang berlaku. Disiplin
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merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang
teratur dan menunjukkan kesungguhan tim kerja di dalam suatu
organisasi.

Moenir (2006:96) menyatakan bahwa, “Ada dua aspek disiplin
yang sangat dominan dalam usaha untuk menghasilkan barang atau jasa
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh organisasi”. Pertama, disiplin
waktu adalah jenis disiplin yang paling mudah dikontrol baik oleh
manajemen yang bersangkutan maupun oleh masyarakat. Kedua,
disiplin kerja merupakan keharusan mengikuti aturan kerja. Memang
dengan adanya kemajuan peralatan kerja yang serba otomatis, banyak
perbuatan-perbuatan yang merupakan rangkaian pekerjaan dapat
dilimpahkan kepada peralatan tersebut, namun peran tenaga kerja tetap
menjadi peranan yang menentukan. Disiplin kerja pegawai merupakan
hal yang diprioritaskan oleh semua pihak, baik oleh pihak yang wajib
melayani maupun pihak yang berhak menerima pelayanan. Oleh karena
itu, dari kedua aspek disiplin hal pokok yang sekaligus menjadi
indikator variabel disiplin pegawai adalah: (1) Ketepatan waktu; (2)
Ketaatan terhadap peraturan kantor; (3) Tanggung Jawab Pegawai.

Gambaran umum oleh masyarakat terhadap ada atau tidaknya
disiplin ‘memang dicerminkan oleh kedisiplinan dalam hal kerja
Kedisiplinan jam kerja dapat diartikan apabila karyawan selalu datang
dan pulang tepat pada waktunya, tertib dan teratur, mematuhi semua

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku dan dapat
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mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik sesuai dengan prosedur
dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya maka dapat

mencerminkan disiplin pegawai yang baik.

2.4 Konsep Keadilan Pelayanan
2.4.1 Pengertian Keadilan Pelayanan

Menurut Warella dalam Arisman (2013:17), “Keadilan yang
merata mengandung arti bahwa cakupan atau jangkauan pelayanan
harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan
diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat”. Berdasarkan
peraturan KEPMENPAN No.25/KEP/M.PAN/2004 tentang pedoman
penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi
pemerintah poin ke-8 disebutkan bahwa salah satu unsur indeks
kepuasan masyarakat adalah keadilan mendapatkan pelayanan.
Keadilan mendapatkan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. Menurut
Carlson dalam Arisman (2013:17), “Keadilan menjadi ukuran tingkat
dimana masyarakat percaya bahwa pelayanan pemerintah disediakan
sama untuk semua orang”.

Wexley & Yuki (2014:133) menjelaskan bahwa “Ketidakadilan
adalah sumber ketidakpuasan kerja dengan memperhitungkan antara
apa yang telah dianggap didapatkan dengan apa yang diinginkan dan
ketidakadilan menyertai keadaan tidak berimbang yang akan

mendorong seseorang untuk menegakkan keadilan”. Patterson dalam
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Giovannis (2013:748) menjelaskan bahwa, “Persepsi ketidakadilan
menyebabkan  ketidakpuasan  sementara  persepsi  keadilan
mengakibatkan emosi dan kepuasan positif”. Menurut Albari
(2013:118), “Keadilan dipandang sebagai pemberian hak kepada
masyarakat dalam semua aspek kehidupan tanpa kompromi yang tidak
beralasan”. Dari definisi para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa keadilan pelayanan adalah persepsi masyarakat penerima
pelayanan dari tingkat perilaku keadilan dengan tidak membedakan

status atau golongan masyarakat yang dilayani.

Teori Keadilan

Menurut Wexley dan Yuki (2014:131), “Teori keadilan adalah
teori yang dikembangkan oleh Adam (1963) dimana seseorang menilai
fair hasilnya dengan membandingkan hasil ratio inputnya dengan hasil
rasio output dari seorang/sejumlah orang bandingan”. Pemahaman
terhadap teori keadilan Adam adalah kesadaran akan beberapa
komponen kunci dari hubungan pertukaran individu dalam organisasi.
Hubungan ini menentukan sifatnya dalam pembentukan persepsi
persamaan dan ketidakadilan.

Kreitner dan Kincki (2003:292) menjelaskan bahwa, “Teori
keadilan - merupakan : suatu model - motivasi —yang ' menjelaskan
bagaimana orang berjuang mendapatkan persamaan dan keadilan dalam
pertukaran sosial atau hubungan memberi dan menerima”. Berry dalam

Giovanis (2013:748) menjelaskan, “Seseorang akan merasakan
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keadilan pelayanan ketika pengalaman mereka dibandingkan dengan
standar keadilan dan mengidentifikasi pada kategori adil atau tidak

adil”

Indikator Keadilan Pelayanan

Keadilan sebagai evaluasi pendapat tentang kelayakan perlakuan
seseorang terhadap orang lain. Parasuraman dalam Albari (2013:119)
menyatakan “Kecenderungan penilaian layanan yang diberikan oleh
suatu organisasi kepada konsumennya dinilai dari keadilan organisasi
dalam menyampaian layanan tersebut kepada semua konsumennya”.
Merujuk pada pengertian tersebut bahwa dimensi keadilan menurut
Kreitner dan Kincki (2003:297) dibedakan menjadi 3, yaitu: 1)
Keadilan Distributif,  (2) Keadilan Prosedural; (3) Keadilan
Interaksional.

Keadilan distributif mencerminkan keadilan yang dirasakan
mengenai bagaimana sumber daya dan penghargaan didistribusikan
atau dialokasikan. Keadilan prosedural didefinisikan sebagai keadilan
yang dirasakan dari proses dan prosedur yang digunakan untuk
mengalokasikan keputusan. Sedangkan Keadilan interaksi berkaitan
dengan hubungan antarpribadi dalam pembuatan keputusan, yaitu
keadilan dari perilaku para pembuat keputusan dalam proses pembuatan
keputusan. Dalam konteks pemberian pelayanan oleh instansi, tingkat
keadilan dapat menimbulkan kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat.

Kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat bisa terjadi karena
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memperoleh keadilan distributif, prosedural dan interaksional baik

secara simultan maupun secara parsial.

2.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Selain dukungan oleh teori yang telah disampaikan diatas, peneliti

merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kompetensi pegawai,

disiplin pegawai dan keadilan pelayanan. Hasil penelitian terdahulu dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kajian Penelitian terdahulu yang relevan
No Peneliti Judul Penelitian | Persamaan Perbedaan
1 Faiza Pengaruh Teknik Indikator
Nusmasitha, | Kompetensi Pengumpulan | Kompetensi
Abdul Pegawai dan data pegawai:
hakim dan | Lingkungan Kerja | menggunakan | 1. Keahlian
Wima Yudo | terhadap Kualitas | kuesioner 2. Pengetahuan
Prasetyo Pelayanan (Studi 3. Kemampuan
pada Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil Kabupaten
Sidoarjo)
2 Andi Pengaruh Disipin | Sama-sama Indikator Disiplin
Andrian, Kerja terhadap meneliti :
(2016) Kualitas Kerja tentang 1. Tujuan Dan
Pegawai pada disiplin kerja Kemampuan
Dinas Pendidikan | pegawai yang |2. Teladan
Provinsi akan pimpinan
Kepulauan Riau berpengaruh  |3. Balas Jasa
terhadap 4. keadilan
kualitas kerja |5. Waskat
yang 6. Sanksi hukum
dilakukan. 7. Ketegasan
Teknik 8. Hubungan

pengumpulan
data
menggunakan
Kuesioner

kemanusiaan
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No Peneliti Judul Penelitian | Persamaan Perbedaan
3 Albari Pengaruh Meneliti Indikator
(2013) Dimensi Keadilan | tentang Kepuasan:
Pelayanan keadilan 1. Hasil
terhadap Minat pelayanan Pelayanan
Berperilaku terhadap 2. Cara
Ulang kepuasan memberikan
pelayanan di pelayanan
kantor 3. Perlakuan
kecamatan pelayanan
dengan teknik [4. Keadilan
pengumpulan pelayanan
data Analisis data
menggunakan | dalam penelitian
kuesioner ini menggunakan
AMOS dan SEM
4 Apostolos The role of Meneliti Teknik
Giovanis service keadilan pengambilan
Pinelopi fairness in the pelayanan sampel
Athanasopo | service quality — | untuk menggunakan
ulou relationship mengukur teknik random
Evangelos | quality — tingkat sampling
Tsoukatos | customer loyalty | kepuasan/loyal
(2015) Chain itas terhadap
pelanggan

Sumber : Data Pribadi

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu diperoleh hasil yang berbeda

antara satu dengan yang lainnya dengan mengkajikan variabel yang berbeda

pula. Pada penelitian terdahulu belum dijumpai adanya pengaruh kompetensi

pegawai, disiplin pegawai dan keadilan pelayanan terhadap kepuasan

masyarakat di kantor kecamatan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba

mengkaji antar variabel bebas dimana X: adalah kompetensi pegawai, X>

adalah disiplin pegawai, X3 adalah keadilan pelayanan terhadap variabel terikat

(Y) yaitu kepuasan masyarakat. Teknik pengambilan data menggunakan

kuesioner, dengan memilih sampel orang yang sudah melakukan pelayanan di

kantor kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang minimal 3 kali dalam
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melakukan pelayanan yang peneliti ambil pada hari kerja aktif dan jam kerja
aktif di kantor kecamatan, karena apabila orang baru sekali melakukan
pelayanan di kantor kecamatan tersebut maka belum bisa diukur tingkat

kepuasan yang diterima.

2.6 Kerangka Berfikir

Kantor kecamatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada
di tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.
Baik tidaknya tingkat pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat
akan memberi dampak bagi organisasi maupun masyarakat sebagali
konsumennya. Setiap interaksi dengan masyarakat maka memberikan
kesempatan bagi masyarakat tersebut untuk menyebarluaskan berita kepada
masyarakat lainnya. Masyarakat yang merasakan kepuasan dan
mengemukakan keluhan bisa menceritakan berita yang baik, yaitu bersedia
memberikan saran untuk perbaikan pelayanan serta mengurus kembali surat-
surat pribadinya yang lain di masa datang di kecamatan. Akan tetapi,
masyarakat yang memperoleh Kketidakpuasan pelayanan maka akan
menyampaikan berita buruk kepada masyarakat lainnya.

Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan apabila pelayanan
tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Trigono dalam
Hardiansyah (2011:94) menjelaskan bahwa, “Pelayanan yang terbaik yaitu,
melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan
menolong serta profesional dan mampu”. Pelayanan harus ditunjang oleh

kompetensi pegawai yang baik, disiplin pegawai yang baik serta keadilan
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pelayanan tanpa membedakan status antara orang yang satu dengan yang
lainnya.

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam kegiatan
pelayanan di kantor kecamatan. Kompetensi menjadi faktor kunci penentu bagi
seseorang dalam menghasilkan Kinerja yang baik dan dalam situasi kolektif.
Menurut Spencer dan Spencer dalam Sutrisno (2009:203), “Kompetensi
sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan
efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya”. Indikator yang digunakan
dalam  kompetensi  pegawai adalah  pengetahuan, = pemahaman,
kemampuan/keterampilan, nilai, sikap dan minat.

Disiplin pegawai memberikan dampak terhadap pelayanan dan kepuasan
masyarakat. Menurut Fathoni (2006:172), “Kedisiplinan sebagai kesadaran
dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-
norma sosial yang berlaku”. Hasibuan (2009:193) menjelaskan bahwa
“Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang
terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, serta mendorong gairah kerja,
semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan
masyarakat. Indikator yang digunakan dalam disiplin pegawai adalah ketepatan
waktu, ketaatan terhadap peraturan kantor dan tanggung jawab pegawai.

Keadilan mendapatkan pelayanan merupakan hal yang harus diperhatikan
dam proses pemberian pelayanan dengan asumsi bahwa masyarakat akan
mendapat kepuasan apabila diperlakukan secara adil oleh petugas pelayanan.

Albari (2013:118) menjelaskan bahwa, “Keadilan dipandang sebagai
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pemberian hak kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan tanpa

kompromi yang tidak beralasan”. Indikator yang digunakan dalam keadilan

pelayanan adalah keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan

interaksional.

Untuk memperjelas konsep-konsep pemikiran yang digunakan dalam

penelitian ini, berikut merupakan kerangka berfikir penelitian:

KOMPETENSI PEGAWAI (X1)
Indikator:

Pengetahuan

Pemahaman
Kemampuan/Keterampilan
Nilai

Sikap

Minat

ok wnE

Gordon dalam Sutrisno (2009:204)

KEPUASAN
MASYARAKAT (Y)

Indikator:

1. Kewajaran biaya
pelayanan

2. Akurasi Pelayanan

3. Kesopanan dan
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DISIPLIN PEGAWAI (X2)
— | Indikator:

1. Ketepatan waktu
2. Ketaatan terhadap aturan kantor 5
3. Tanggung jawab pegawali

Moenir (2006:96)

KEADILAN PELAYANAN (X3)

Indikator :

1. Keadilan interaksional.
2. Keadilan prosedural
3. Keadilan distributif

Kneitner dan Kinicki (2009:297)

Gambar 2.1
Kerangka berfikir

2.7 Hipotesis Penelitian
Menurut Sugiyono (2015:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian
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telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Hipotesis dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

Hal : Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan antara
kompetensi pegawai, disiplin kerja dan keadilan pelayanan berpengaruh
terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten
Semarang.

Ha2 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara
kompetensi pegawai terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan
Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Ha3 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara disiplin
kerja terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Ungaran Barat
Kabupaten Semarang.

Ha4 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara
keadilan pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan

Ungaran Barat Kabupaten Semarang.



BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Hasil penelitian dari fakta responden bisa membuktikan indikasi awal
mengenai kepuasan masyarakat yang rendah tetapi kompetensi pegawai,
disiplin pegawai dan keadilan pelayanan di Kantor Kecamatan Ungaran
Barat Kabupaten Semarang rata-rata baik.

Ada pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan kompetensi
pegawai, disiplin pegawai dan keadilan pelayanan terhadap kepuasan
masyarakat di Kantor Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi pegawai
terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Ungaran Barat
Kabupaten Semarang.

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin pegawai
terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Ungaran Barat
Kabupaten Semarang.

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara keadilan pelayanan
terhadap terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Ungaran

Barat Kabupaten Semarang .

88
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti menemukan adanya

indikasi kelemahan pada beberapa aspek. Adapun saran yang diajukan dari

hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Terindikasi bahwa indikator kepuasan masyarakat yaitu kejelasan
prosedur pelayanan kurang dipahami berdampak pada kesalahan data
pada saat melakukan pelayanan. Maka diharapkan pimpinan lebih bijak
mengupayakan peningkatan sosialisasi yang lebih merata ke seluruh desa
yang ada di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sehingga
alur pelayanan lebih mudah untuk dipahami.

Terindikasi bahwa sikap dan minat pegawai mencerminkan sikap kurang
sopan dan kurang tanggap dalam memberikan pelayanan sehingga
berdampak pada pelayanan yang diterima masyarakat kurang
memberikan kesan yang baik, maka diharapkan pimpinan dapat
memberikan binaan yang lebih melekat kepada pegawai dalam
menanamkan karakter sesuai dengan tuntutan Presiden Republik
Indonesia bahwa layanan harus diutamakan, sehingga dapat menguatkan
cerminan karakter sebagai aparatur pemerintah yang baik dan
mengoptimalkan pengadaan program Training reguler kepada petugas
sebagai salah satu cara untuk meningkatkan minat sehingga dapat
mengubah mindset petugas agar lebih baik.

Terindikasi bahwa ketaatan terhadap peraturan kantor masih rendah dan

banyak yang melanggar seperti ditunjukkannya penampilan kurang rapi



4)

5)
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dengan tidak memakai alas kaki (sepatu), tetapi memakai sandal saat
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut berdampak
pada penilaian masyarakat yang buruk dan kurang hormat kepada
pegawai, maka diharapkan pimpinan lebih memberikan binaan yang
optimal agar pegawai lebih taat peraturan kantor dan memberikan sanksi
yang tegas. Dengan adanya sanksi tersebut dapat menjadi acuan petugas
untuk dapat memperhatikan penampilan pada saat memberikan
pelayanan.

Terindikasi bahwa indikator keadilan prosedural yaitu perbedaan sikap
pegawai kepada masyarakat dengan tidak memperhatikan nomor antrian
pengunjung berdampak pada kekecewaan masyarakat karena haknya
tidak terpenuhi, maka sebagai salah satu solusi untuk mengupayakan
agar lebih tertib dapat menerapkan nomor antrian atau nomor urut
pengunjung seperti yang diterapkan di Kantor Perbankan sehingga dapat
menghindari adanya tindakan nepotisme.

Penelitian ini hanya mengukur variabel kompetensi pegawai, disiplin
pegawai dan keadilan pelayanan. Untuk itu, diharapkan pada peneliti
selanjutnya dapat menambahkan dan meneliti variabel yang lain yang

tidak diteliti dalam penelitian ini.
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